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ABSTRAK

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah
mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara
elektronik. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pendirian dan
pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja  Dihubungkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana mekanisme pendirian dan
pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja  Dihubungkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana akibat ketentuan Undang-
Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan.Penelitian ini menggunakan metode
telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan
melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder.
Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara
kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan pendirian dan pendaftaran
Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja  Dihubungkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut
Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2021 adalah dimungkinan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada
ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan
sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan
terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak
ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana
kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan
modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.
Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar
(perbankan), terutama untuk jumlah yang besar. Akibat ketentuan Undang-Undang
Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam
pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep
Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam
bentuk usaha mikro kecil (UMK).

Kata Kunci : Pendirian, Perseroan Terbatas, Cipta Kerja.

ABSTRACT
Individual companies will obtain legal entity status after registering a
statement of incorporation and obtaining an electronic registration certificate. The
formulation of the problem in this is how to regulate the establishment and
registration of the Company according to the Employment Creation Act linked to
Government Regulation Number 8 of 2021, how is the mechanism for the
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establishment and registration of the Company according to the Employment Creation
Act linked to Government Regulation Number 8 of 2021, what are the consequences of
the provisions of the Law -The Job Creation Act is linked to Government Regulation
Number 8 of 2021 in the establishment and registration of the Company. This study
uses a library research method to examine secondary data by using a normative
juridical approach. This type of research data is secondary data. Primary and
secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The
conclusion of the discussion is the arrangement for the establishment and registration
of the Company according to the Law on Job Creation in connection with Government
Regulation Number 8 of 2021 that in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation.
The mechanism for the establishment and registration of companies according to the
Job Creation Act linked to Government Regulation Number 8 of 2021 is that it is
possible to establish a company by one individual and there is no provision for a
minimum capital limit, so the risk of default by the company is very likely to occur.
This arrangement has the potential to accommodate vulnerabilities to the inability to
guarantee payment capabilities to third parties due to the absence of capital
guarantees that can be used as a means of paying off creditors' receivables. This is
because there is no capital guarantee that can be used as a means of paying off
creditors' receivables. Thus, it will be difficult for the company to obtain capital from
outside parties (banks), especially for large amounts. As a result of the provisions of
the Law on Job Creation Linked to Government Regulation Number 8 of 2021 in the
establishment and registration of the Company, there has been an expansion of the
definition of the concept of a Limited Liability Company, so that there is an individual
company business entity in the form of micro and small enterprises (UMK).

Keywords: Establishment, Limited Liability Company, Job Creation.

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia berakibat pada bermunculnya beragam
badan usaha, agar tidak terjadi kekacauan dalam dunia bisnis dan perekonomian di
Indonesia serta menciptakan keteraturan hukum maka dibuatlah seperangkat aturan
hukum, aturan-aturan tersebut dibuat untuk melancarkan praktik bisnis di Indonesia.*

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
menjelaskan sebagai berikut: “Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaanya”. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT,
yakni:
1. PT adalah badan hukum;

1Eka An Agimuddin & Marye Agung Kusmagi, Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, Raih
Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 11.
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PT adalah persekutuan modal,
Didirikan berdasarkan perjanjian;

Melakukan kegiatan usaha;

o &~ N

Modalnya terdiri dari saham-saham.?

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain.?
PT ditinjau dari kehadirannya sebagai badan hukum, bisa juga disebutkan sebagai
pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-
sungguh melalui pengurusnya.*

Predikat badan hukum yang dimiliki oleh perseroan terbatas, diperoleh pada
saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan,
sehingga untuk memperoleh persetujuan tersebut haruslah memenuhi segala
persyaratan permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri, yang terdapat di
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun
peraturan pelaksananya.®

PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, dimuat dalam akta pendirian, yang
format serta isinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, sehingga badan hukum perseroan terbatas berisikan janji-janji
yang telah disepakati yang dimuat dalam akta pendirian PT. Pasal 7 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menetapkan
bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia, hal tersebut diatas menutup kemungkinan
perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta lain selain
akta notaris sehingga notarislah yang mempunyai kewenangan yang mutlak dalam
membuat akta pendirian perseroan.®
Akta pendirian perseroan yang dibuat oleh notaris tersebut haruslah memuat

anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, seperti

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi,
Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

3Adrian Sutedji, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 6.

“Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas,
Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 17.

®Ibid, hal.18.

5Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2017, hal.6.
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nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan,
dan modal disetor, dan alamat lengkap perseroan, akta pendirian perseroan harus
memuat hal tersebut sehingga dapat dimohonkan pengesahaannya menjadi badan
hukum. ’

Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada
Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
ditandatangani, dan apabila permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak
diajukan dalam jangka waktu yang di tentukan tersebut maka pendirian menjadi batal,
hal tersebut tercantum di UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (9),
yakni: “Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan
mengenai dokumen pendukung”, “dalam hal permohonan untuk memperoleh
keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dari
perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan
pemberesannya dilakukan oleh pendiri.”

Permohonan pengesahan badan hukum terhadap pendirian perseroan terbatas,
yang melewati jangka waktu yang ditentukan pendirian menjadi batal demi hukum,
namun permohonan pendirian perseroan terbatas menjadi badan hukum dapat
dimohonkan kembali menjadi badan hukum, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
10 Ayat (10) yakni “ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.”

Keberadaan PT sebagai badan hukum merupakan daya tarik bagi para pelaku
usaha (pebisnis), disamping dikarenakan memiliki kepastian hukum bagi pebisnis,
juga memiliki ketentuan yang jelas, kuat dan mengikat, sehingga pergerakan di dalam
dunia bisnis sangat cepat, karena perseroan terbatas juga merupakan persekutuan

pengusaha, sehingga roda dari usaha tersebut dapat melaju.®

"Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.178.
8M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.70.
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Ketentuan Pasal 21 yang tersebut diatas jelas dikatakan bahwa, perubahan
anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, dimuat atau dinyatakan
dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut menekankan bahwa
keharusan untuk memperoleh persetujuan Menteri, serta pasal-pasal lainnya juga
menekankan batas waktu yang diberikan dalam permohonan untuk memperoleh
persetujuan Menteri (tentang perubahan anggaran dasar), haruslah diajukan sebelum
lewat dari waktu yang ditentukan, dan akta notaris yang dibuat merupakan penentu
dari diterima atau tidaknya permohonan persetujuan Menteri tersebut, apabila akta
notaris itu dibuat lewat dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini, yakni lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar ini dibuat maka permohonan untuk
mendapat persetujuan Menteri tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri,
hal ini jelas menyatakan bahwa permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri
tidak dapat diterima setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris
yang memuat anggaran dasar ini dibuat.®

PT yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum mengakibatkan
PT mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap
kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta
pemegang saham, direktur, dan atau anggota Dewan Komisaris PT tidak dapat
dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian,
perbuatan melawan hukum, dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pihak
ketiga dan atau kreditor PT.%0

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi
Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021)
resmi merupakan turunan dan aturan pendukung dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PP No. 8 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk
dukungan pemerintah untuk program kemudahan dalam berusaha (ease of doing

business) di Indonesia. Dengan berlakunya PP No. 8 Tahun 2021 ini maka terdapat

°Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan Tugas, Wewenang, Dan tanggung jawab, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2018, hal.44.
Gunawan Widjaja, Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2017, hal.21.

Jurnal Ilmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page | 227



berbagai aturan mengenai PT yang berubah dan salah satunya adalah adanya
penyederhanaan persyaratan dalam pendirian PT.

Menurut PP No.8 Tahun 2021, bahwa PT kini memiliki pengertian sebagai
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika
membandingkan dengan pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka terdapat tambahan badan
usaha yang dapat dijadikan Perseroan Terbatas yaitu perusahaan perorangan yang
memenuhi Kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk
usaha mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas perseroan yang didirikan oleh dua
orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dengan
adanya aturan ini, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha dengan sekala
besar tetap dapat memperoleh status sebagai badan hukum.

PP No0.8 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa besaran modal dasar perseroan
dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Artinya sudah tidak ada
lagi modal dasar yang harus dipenuhi oleh pendiri seperti yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PP No. 8 Tahun 2021
juga mempermudah pendirian PT dengan cara menyederhanakan syarat pendiriannya.
PT yang berbentuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia
yang sudah berusia 17 tahun dan cakap hukum.

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah
mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara
elektronik. Karena hanya perlu mendaftar secara elektronik, perusahaan
perseorangan/Perseroan Terbatas dengan kriteria UMKM tidak lagi memerlukan akta
notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membuat Perseroan Terbatas kini dapat
didirikan tanpa notaris.'

Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum akan

diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

11Sri Wiyanti Eddyono, “Kertas Kebijakancatatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi 2 Nomor 5 Tahun 2021, hal.82.
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(Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bentuk penyederhanaan
birokrasi, pelaku usaha juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan
pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara. Namun perlu diingat
bahwa ketentuan diatas hanya berlaku untuk Perseroan Terbatas dengan Kkriteria
UMKM atau perusahaan perseorangan. Ketika perusahaan perseorangan mengalami
perubahan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau tidak
lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM, maka perseroan perorangan tersebut harus
mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan dan hal ini diatur dalam Pasal 9
PP No. 8 Tahun 2021. Selain itu, perubahan status ke perseroan harus dilakukan
dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan
HAM.Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut,
sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai pendirian dan pendaftaran
perseroan tanpa notaris, Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka
permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-
Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-
Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ?
3. Bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran

Perseroan ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu
penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum
dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu
undang-undang!?. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum
yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai

1250erjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,Jakarta, 2015, hal. 70
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penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian
hukum yang menggunakan sumber data primer.*®

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang
dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). ** Maksud utama
analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-
istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional,
sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal
itu dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu :
a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum

yang bersangkutan.
b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap
putusan-putusan hukum.®®

Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif dipandang perlu
untuk pendalaman, di samping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif.
Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai
Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk lebih
memahami mengenai konsep atas permasalahan penelitian ini, dilakukan dengan
analisis sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan
Terbatas. Selain itu metode penelitian ini adalah studi komparatif yaitu penelitian
ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan antara Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan,
menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi
adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.® Maksud
utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh

13 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2018, hal.10.

143ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2017,
hal. 295.

5 |bid, hal. 310.

16K ontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2017, him. 42.

Jurnal Illmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page | 230



istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional,
sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.’

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang
sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti.
Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam
penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi
dokumen-dokumen (library research) yang relevan dengan penelitian ini di
perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal
yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan
yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang
selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut
akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga
pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum
dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :
Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan
kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal
Dasar Perseroan Dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran
Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal
hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media
masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya
dan dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku

tentang Perseroan Terbatas.

7Johnny Op. Cit., him. 310
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c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus
hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.'®

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang
sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti.
Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam
penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.
Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data
sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi
dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan
identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut
selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-
kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang
dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan Kklasifikasi yang selaras
dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan
dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok
permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan
dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang
diangkat menjadi teori substantif.’® Untuk menemukan teori dari data tersebut maka
menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.?°
C. Pengaturan Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Menurut Undang-

Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2021

18 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera,
Jakarta, 2014, hal.16.

19 exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 103

20 Amirudin & Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 105
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Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi
usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau
badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia. Perseroan
Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan
dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung
jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam
bahasa Belanda disebut naamloze vennootschap dan dalam bahasa Inggris disebut
company limited by shares. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal
yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas
pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum.?

Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan
tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah
sahamatau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah
jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas,
akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan
untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari
sehelai saham atau lebih.

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan
pelaksanaannya.?

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan
berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi
“perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang
dimilikinya.?® Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha
yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze
Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada

21Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017,
h.42.

230edjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di
Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 48

2 H.M.N. Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,. Djambatan, Jakarta,2009, h. 85

Jurnal Illmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page | 233



tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham
yang dimilikinya.?

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara
menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada
batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang
dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.® R. Ali
Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang
menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh
beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para
anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas
sampai jumlah saham yang dimilikinya.?®

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas.
Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau
saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham
yang hanya terbataspada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar
pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham
dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya
disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;

2. Didirikan berdasarkan perjanjian;

3. Melakukan kegiatan usaha;
4

Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;

2 Zaeni Asyhadie, Op.Cit, h. 41

%5 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h. 68

% R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan
Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya, Bandung, 2006, h. 335
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5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Pengaturan Perseroan Terbatas dalam sejarah perkembangan berada pada titik
stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada
tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/concordantiebeginsel. Perubahan pertama
terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan
peraturan mengenai Perseroan Terbatas mampu menggambarkan karakter yang
bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair
dan dinami.?’

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
disertakan serta peraturan pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas
adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa
orang, dengan modal tertentuyang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya
dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah
saham yang dimilikinya.?®

Rachadi Usman menyebutkan bahwa sebagai badan hukum atau artificial
person, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuaan hukum melalui
wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili peeseroan serta
bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroa juga merupakan subjek
hukum mandiri atau personastandi in judicio, dapat mempunyai hak dan kewajiban
dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau

naturlijke persoon, dapat menggugat atapun digugat, bias membuat keputusan dan

27 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 12
2],G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha.
KBI, Jakarta, 2012, h.127
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bias mempunyak hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti

layaknya manusia.?®

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan,
ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama
yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian
Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui
dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam
hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak
dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa akta
pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian
perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat
lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum dari pendiri perseroan;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama Kali
diangkat;

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah
saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

D. Mekanisme Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Menurut  Undang-
Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2021

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling
diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga
memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan

sahamnya (kepada pihak lain) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada

2Rachadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung, 2017, h.50.

Jurnal Ilmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page | 236



perusahaa tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum hukum yaitu
suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan
memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan pengurusnya.®

Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu agar diakui
sebagai suatu legal entity yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi
persyaratan material dan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang
dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki oraganisasi yang teratur,
sedangkan persyaratan formalnya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu
akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris yang berupa akta pendirian.®

PT Perorangan meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan
bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini
kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut
PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8
Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi
kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai usaha mikro dan kecil.®?

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta
yang demikian merupakan akta otentik. Akta otentik dalam hukum pembuktian
dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa
yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak
memerlukan tambahan alat bukti lain.

Apabila yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta
pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan
berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Perjanjian pendirian Perseroan
Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta

notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya

30 Rachadi Usman, Op.Cit , h.49.
3bid, h.54-55.
32 Muhammad Faiz Aziz, Op.Cit, h.238.
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mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam
mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan
anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut
menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain
berkaitan dengan pendirian perseroan.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur
tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang
tidak boleh dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.*

Berdasarkan Pasal 8 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas bahwa di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus secara jelas
menyebutkan identitas persero, identitas anggota direksi dan komisaris yang pertama
kali diangkat dan keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian
saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari
saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas
yang bersangkutan.®*

Akta pendirian Perseroan Terbatas harus memuat identitas pendiri dan organ
Perseroan Terbatas, sehingga dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ
Perseroan Terbatas, apakah warga negara Indonesia atau warga negara asinng. Hal ini
penting karena badan hukum yang didirikan di Indonesia harus badan hukum
Indonesia dan warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia harus memperoleh
izin kerja.

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan
keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahannya. Pengesahan yang
dimaksudkan disini adalah pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri.

%3 Rachadi Usman, Op.Cit, h. 60.
% Ibid, h.60-61.
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Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan Terbatas, karena
menentukan kapan perseroan itu memperoleh status badan hukum.

Hal lain yang harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas
adalah mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan
modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan
Terbatas didirikan. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran
saham dalam bentuk atau cara lain selain dari uang tunai. Adapun naskah asli atau
salinan resmi akta otentik dari perbuatan hukum itu harus diletakan pada akta
pendirian yaitu ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian Perseroan
Terbatas. Penyatuan dilakukan dengan cara meletakan atau menjahitkan dokumen
tersebut sebagai satu kesatuan dengan kata pendirian. Apabila hal-hal ini tidak
dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewaniban bagi
Perseroan Terbatas, kecuali kemudian dikukuhkan oleh Perseroan Terbatas.*®

Mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta
pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah
akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri
agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan
memperolah status Badan Hukum setelah mendapatkankan pengesahan oleh Menteri,
yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl dan untuk
memperoleh status sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya harus
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Permohonan pengesahan ini dilakukan oleh notaris melalui suatu sistem
elektronis dengan media dunia maya (internet) yang disebut Sistem Administrasi
Badan Hukum (Sisminbakum). Sistem ini hanya dapat diakses oleh notaris. Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan jangka
waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum tersebut.
Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan

kadaluarsa dan batal demi hukum.

*lbid, h.62.
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Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas
tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui
jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada
Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

2. Jangka waktu berdirinya perseroan;

3. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

E. Akibat Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Pendirian Dan Pendaftaran
Perseroan

Omnibus law Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan
sejumlah besar undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Sejumlah pihak menilai bahwa Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ada saat ini masih mampu
mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan
ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang
dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-
Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.®’

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk
perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk
badan usaha lainnya.®® Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas

dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan

% Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, Op.Cit, h.46.

7 Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era
Presiden Joko Widodo,” Undang: Jurnal Hukum 3, No. 2 (2020), h. 237

38 Niru Anita Sinaga, Op.Cit, h. 1
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hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya,
termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya
penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentu
banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi
terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil
untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.®® Seiring waktu beberapa aspek
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai
dianggap rigid dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama
dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan
dalam berbisnis.

Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen dalam
mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak fair jika hanya melihat omnibus
law dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif
yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini,
mengingat banyak isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses
penyusunannya.

Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran Omnibus Law
Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80
(delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak adalah
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Bagian
Kelima mengenai Perseroan Terbatasl, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa
ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengundangkan 49 (empat puluh
Sembilan) peraturan pelaksana dari Omnibus Law Cipta Kerja ke dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dipertegas
kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar

Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang

39 M. Yahya Harahap,. Op.Cit, h.27.
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Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2021).

Perubahan pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam
Omnibus Law Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan
terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut
diubah menjadi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan
Kecil”.

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep
Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 dalam versi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun dengan menambahkan
ketentuan : ... atau badan hukum perorangan yang memenuhi Kkriteria usaha mikro dan
kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro
dan kecil.

Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang
dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109
angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mengubah
ketentuan Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang
memenubhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat

pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal
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ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, misalnya

dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi

Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan.

Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa
Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya
ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian
sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua)
orang atau lebihl.

Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan
didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian
tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selengkapnya,
ketentuan tersebut menyatakan bahwa: Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang
atau lebih tidak berlaku bagi :

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

2. Badan Usaha Milik Daerah;

3. Badan Usaha Milik Desa;

4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang
tentang Pasar Modal,

5. Perseroan yang memenuhi Kkriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat
mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha
lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan,

khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga
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disebut sebagai sole proprietorship atau sole trader, yang oleh Pattarawadee, et. al
didefinisikan sebagai a one-person entity that is not registered with the state in order
to exis. Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan
perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu
pengusaha.’® Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan
oleh orang yang sama.**

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal
dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama
yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan.*? Dijelaskan oleh Yahya bahwa
perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para
pemegang saham.*® Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah
PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan,
dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka
tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan
oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.*

F. Kesimpulan

Pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang
Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian
perseroan usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian
berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. apabila
melihat ketentuan tersebut maka pendirian perseroan usaha mikro dan kecil bukan
merupakan persekutuan karena tidak didirikan oleh dua orang atau lebih, melainkan
dengan pernyataan yang merupakan pernyataan kehendak karena dilakukan atau
didirikan oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan landasan yuridis pendirian perseroan
yang merupakan persekutuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

40 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, Jakarta, 2016, h. 6.

41 Hendri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h.26

42 Adrian Sutedi, Op.Cit, h. 6

4 M. Yahya Harahap, Op.Cit, h..72.

44 Lestari Victoria Sinaga dan Citra Indah Lestari, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap
Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas,” Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021, h. 25
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Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.

Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang
Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2021 adalah
dimungkinan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas
modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin
terjadi. Pengaturan ini  berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap
ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga
karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan
pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa
dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian
akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan),
terutama untuk jumlah yang besar.

Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah
terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat
entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK).
Ketentuan tersebut, bertentangan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh
2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual
antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan
perseorangan.
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